
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPAIN MAMU」 U

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMU」 U

NOMOR:1町 /PP・04.2-Kpt/7602/KPU― Kab/V1/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE― KABUPATEN

MAMU」U DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAMU」U LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMU」 U,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus

Disease 2Ol9 (COVID-l9) di wilayah Indonesia dan telah

ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) sebagai Bencana

Nasional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam kondisi

bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID -

1e);

bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441|PL.O2-

SD/O I IKPU /Vl l2O2O tentang Pengaktifan kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Dalam

b。

C。

Penyelenggaraan



Mengingat : 1.
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Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Mamuju La.njutan Tahun 2O2O;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a828);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9

(COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6516);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

2.

3.

4.

Provinsi/Komisi



5。
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Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten lKota., Pembentukan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2O|7(Benta Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1a98);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6 15);

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 441llPL.02-SD/01 /KPU lYt/2O2O tanggal L2

Juni 2O2O tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

pada Pemilihan Tahun 2O2O;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Nomor 105 / PP.0 | .2-Kptl 7 602 IKPU-Kab lvt I 2o2o

tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mamuju Tahun 2O2O;

Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia

Nomor 258lPL.O2-KptlOl /KPU/U l2O2O tentang

6。

7.

Memperhatikan: 1.

Penetapan



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

2. Berita Acara Rapat P1eno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamuju Nomor 64 lPL.O2-B.A| 7602 IKPU-
Kab/IV /2O2O tanggal 15 Juni 2O2O tentang tindak lanjut
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAMUJU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAMUJU LANJUTAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraarl

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju l,anjutan Tahun

2O2O sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03. 1-

Kptl76o2 IKPU-Kab|III|2O2O tentang Penundaan Tahapan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2O2O

dalam upaya pencegahan Penyebaran COVID-l9 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Nomor

149/NPHD lxl2Ot9 dan Nomor

167 IKU.OT INPHD/76O2/KPU-Kab/X /2019 dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2O2O.

Keempat
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KEEMPAT
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Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan

terhitung sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31

Januari Tahun 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandan

apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamttu

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAMU」U

Hukum,

RYANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMU」 U
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PENGAKTIFAN  KEMBALI  PANITIA  PEMILIHAN
KECAMATAN  SE― KABUPATEN  MAMUJU  DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAMU」U LANJUTAN TAHUN 2020

NO KECAMATAN NAMA 」ABATAN

1 MAMUJU 1. RAHMAT SALEH KETUA
2.HADRAH,S.Pdi.,M.Pd ANGGOTA
3. SYAIFUL,S.T ANGGOTA
4。 SIBGATULLAH ANGGOTA
5. SYARIFUDDIN,S.Korrl ANGGOTA

2 SIMBORO 1。  SYAMSURIADI KETUA
2. IRPANDI ANGGOTA
3。  NURHADI P ANGGOTA
4。  NURPISA ANGGOTA
5. LUKMAN C ANGGOTA

3 BALA―
BALAKANG

1.NASMUDDIN KETUA
2.MUNIR ANGGOTA
3. ABDo WAHAB,Amd.Kep ANGGOTA
4.MULIADI,S.PdoI ANGGOTA
5。 MUHAMMAD ALWI ANGGOTA

TAPALANG 1。  MARZUKI KETUA
2.MAIIYUDDIN ANGGOTA
3. ARMAN ANGGOTA
4. ADI WI」AYA ANGGOTA
5. SULKIFLI AR ANGGOTA

5 TAPALANG
BARAT

1.ARHAM,S.Pd KETUA
2. FIRMAN,S.Pd ANGGOTA
3. AHMAD BAKRI,S.IP ANGGOTA
4. MUH.HARLI,S.IP ANGGOTA
5。  AKBAR,S.Korrl ANGGOTA

6 KALUKKU 1, MURDANI,S.Sos KETUA
2. YITRO,AoMa,Pd ANGGOTA
3. RAHIMIN,S.Pd.I ANGGOTA
4. AHMAD NUR ANGGOTA
5。  BUSTAN B,S.T ANGGOTA

7 BONEHAU 1. HAMZA KETUA
2. HARHS ANGGOTA
3. SYAMSUL ANGGOTA
4. ILAL IHSAN ANGGOTA
5。 RATA ALLO ANGGOTA

8 KALUMPANG 1. NOVIQ BAMBANG PRAYOGO KETUA
2. GUNAWAN ANGGOTA
3. SEPRIANTO ANGGOTA
4. HERDUDI ANGGOTA
5。  IMSAL ANGGOTA
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAMUJU

ian Hukum,

2

Ditetapkan di Mam可u

Pada tanggal 15」 uni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMU」 U,

ttd

HAMDAN DANGKANG

9 PAPALANG 1. SYARIFUDDIN,SoPd KETUA
2. TANRI ALANG ANGGOTA
3. ABDo RAHMAN,SP ANGGOTA
4. KURNIAWAN ARIFIN,SP ANGGOTA
5。  MUHo KUDDUS,SoPd ANGGOTA

10 SAMPAGA 1. MUHAMMAD RI」 AL KETUA
2. AHMAD,S.Pd ANGGOTA
3. A.AFRIANI ANGGOTA
4。  NUR PADAYU ANGGOTA
5。  HARDIYANSAH ANGGOTA

１

■ TOMMO 1. WAIS WALKORNI KETUA
2. WAYAN PUTRA ANGGOTA
3. LALU ZULKARNAIN ANGGOTA
4. SANUSI ANGGOTA
5.UMAR ANGGOTA


